. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat semakin hari kian meningkat. Hal ini mendorong masyarakat
daam memenuhi kebutuhan tersebut dengan berbagai cara yang dianggap
menguntungkan sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Kebutuhan tersebut mereka
penuhi dengan jalan menyalahgunakan kepercayaan, jabatan, wewenang dan

kekuasaan yang ada pada dirinya.

Kgahatan yang berlangsung ditengah- tengah masyarakat makin berkembang.
Kecendrungan- kecendrungan untuk mencapa kesgahteraan material dengan
mengabaikan nilai- nilai dalam kehidupan mulai tampak. Salah satu yang mulai
tampak menonjol ialah banyaknya keahatan- kejahatan yang terjadi dalam
masyarakat, yang pada umumnya bertalian pada uang, harta benda atau harta
kekayaan kejahatan terhadap harta kekayaan ini semakin berkembang apabila tingkat

kehidupan masyarakat semakin berat dan semakin melunturnyanilai- nilai kehidupan.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yang erat hubungannya
dengan harta benda salah satunya adalah kegahatan penipuan, bahkan dewasa ini

banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan



perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari

kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Hukum pidana sebagal alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini
diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum
dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara
terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu
serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab
semua tantangan dari semakin meningkatmya kejahatan dan perkembangan tindak

pidana.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di
dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut
dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling

tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai kehidupan cenderung luntur, hal ini memberikan peluang tertentu kepada
anggota masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya
dengan harta benda, yaitu tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Buku
Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP yaitu :
“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

supaya memberi utang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan,
dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.



Telah diatur dengan tegas sanks untuk pelaku penipuan, tetapi perbuatan itu sering
terjadi di Bandar Lampung. Realita masalah yang ada adalah sering terjadinya tindak
pidana penipuan, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Peraturan
mengenai tindak pidana penipuan ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya, diantara
kejahatan terhadap harta benda lainnya, dalam ketentuan Pasal 378 KUHP penipuan
terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang
digerakkan (orang), perbuatan ini ditujukan pada orang lain ( menyerahkan benda,
memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan dengan

memakal nama palsu, tipu muslihat, martabat palsu serta rangkaian kebohongan.

Hakim dalam memberikan suatu keadilan melakukan tindakan dengan menelaah
dahulu kebenaran peristiwa yang menyetai dan menghubungkan dengan hukum yang
berlaku, setelah itu baru hakim dapat menjatuhkan putusan, dalam memberikan
putusannya hakim harus mempertimbangkan dari segi hukum tertulis dan dari segi
kebiasaan serta faktor-faktor yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, dengan
demikian rasa keadilan masyarakat dapat tercapai. Hakim Pengadilan Negeri Kelas
IA Tanjungkarang berpegang pada keyakinan bahwa hakim dalam menangani perkara

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Sebagaimana diketahui Kasus ini terjadi pada bulan April 2011. Berawa pada hari
Senin tanggal 18 April 2011 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika saksi Buana Dwi Ariani
bersama dengan Ucie Andhika akan mencetak foto di Chandra Supermarket Tanjung

Karang. Kemudian datang Mala teman saks Buana Dwi Ariani mengajak bertemu



seseorang yang mengaku sebagai trener motivasi dan mengaku lulusan S2 UGM
Jurusan Agama Islam dan kemudian mereka bertemu terdakwa Il Sintia als Raidha
as Anggun Psikiatri di KFC Chandra Supermarket Tanjung Karang. Dalam
pertemuan itu terdakwa menceritakan bagaimana islam di Indonesia dengan naungan
Pancasila yang posisinya dibawah Al-Qur’an dan Islam di Indonesia telah terbagi
beberapa golongan. Terdakwa kemudian mengajak untuk tidak termasuk dalam suatu
golongan apapun dan mengatakan Pancasila telah membawahi Al-Qur’an yang
seharusnya Al-Qur’an membawahi Pancasila. Kemudian pertemuan kedua terjadi
pada hari selasa tanggal 19 April 2011 kira-kira pukul 16.00 WIB bertempat di
musola pondok kelapa Unila. Pada pertemuan itu terdakwa Il Sintia als Raidha als
Anggun Psikiatri melanjutkan materi yang disampaikannya pada saat pertemuan
pertama. Terdakwa Il mengatakan bahwa “ orang-orang yang dibawah Pancasila itu
dijuluki sebagai binatang ternak fasik, Kafir dan seburuk-buruknya umat”. Pertemuan
ketiga pada tanggal 20 April 2011 kira-kira pukul 17.00 WIB bertempat dimushola
pondok kelapa Unila, terdakwa Il Sintia as Raidha als Anggun Psikiatri memberikan
solusi bagaimanacara untuk hijrah (pindah) dari NKRI ke NKA/NII dan terdakwa
mengatakan memerlukan biaya sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa
mengajak Buana Dwi ariani kesuatu tempat di Jakarta dan didata oleh Abi Rifat dan
memotivasi agar saks tetap yakin dengan faham NKA/NII. Saksi mendapatkan
Takiah dari terdakwa yang isinya tentang akidah yaitu penyucian diri yang harus
dibayar sebesar Rp 24.000.000,- terdakwa dan rekannya membuat strategi agar kedua
orang tua Ucie Ardika dan Buana Dwi Ariani mengeluarkan uang dengan modus

Buana Dwi Ariani telah menghilangkan laptop milik terdakwa. Selanjutnya Buana



Dwi Ariani menelpon ibunya mengatakan sambil menangis telah menghilangkan
laptop temannya dan harus diganti secepat mungkin dengan ganti rugi sebesar
Rp19.000.000,- dan saks memberikan telpon kepada terdakwa | Qonita as Emi
Emilina dan terdakwa | mengatakan kepada orang tua Buana Dwi Ariani mita ganti
rugi uang sebesar Rp. 16.000.000,- dan uang tersebut akan dipakai untuk kakak
terdakwa | menjadi TNI AL. Terdakwa | bersama Buana Dwi Ariani datang kerumah
orangtua saksi dan orangtua saksi (Relawati) menyerahkan ganti laptop milik
terdakwa | yang telah dihilangkan oleh Buana Dwi Ariani dengan uang sejumlah Rp.
16.000.000,- kepada terdakwa |. Terdakwa | dan terdakwa Il selanjutnya mengatakan
kepada saksi Ucie Ardhika agar bilang ke orangtuanya telah menghilangkan camera
canon milik terdakwa | dan akan menganti camera yang hilang tersebut. Tangal 5 Mei
2011 saks Buana Dwi Ariani dan saksi Ucie Ardhika merasa curiga terhadap
terdakwa | dan 11 telah melakukan penipuan, selanjutnya saksi melaporkan perbuatan
terdakwa ke Polda Lampung. Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Buana Dwi
Ariani menderita kerugian Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
dan saksi Ucie Ardhika menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

rupiah).

Perbuatan pelaku jelas ditujukan untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain
dengan melawan hukum, karean pelaku dalam keadaan sadar mengetahui bahwa
keuntungan yang menjadi tujuannya itu bersifat, melawan hukum, karena keuntungan
diperoleh dengan menggunakan alat- alat pembujuk, yakni: dengan keadaan palsu,

dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan



bohong, sebab pada keuntungan yang dituju masihn melekat kekurang patutan dari
alat- alat pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu tidak wajar

atau tidak patut menurut masyarakat sehingga merugikan orang lain.

Berdasarkan uraian diatas yang sekaligus juga melatarbelakangi masalah, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian membahasnya lebih lanjut
dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Analisis Yuridis Pertanggungjawaban
Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perekrutan Anggota
Negara Isam |Indonesia (NII) (Studi Kasus Putusan Pengadilan

No:687/Pid.B/2011/PN.TK.) ™.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasal ahan sebagai

berikut:

a. Bagamanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
penipuan dalam perekrutan anggota Negara Islam Indonesia (NI1) dalam perkara
Nomor :687/Pid.B/2011/PN.TK ?

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak
pidana penipuan dalam perekrutan anggota Negara Islam Indonesia (NIl) dalam

perkara Nomor :687/Pid.B/2011/PN.TK ?



2. Ruang Lingkup Pendlitian

Ruang lingkup dalam skripsi ini membahas pertanggung jawaban pelaku tindak
pidana sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dalam perekrutan
anggota Negara Islam  Indonesia (NII) dalam  perkara  Nomor
:687/Pid.B/2011/PN.TK dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim
terhadap tindak pidana penipuan dalam perekrutan anggota Negara Islam Indonesia

(NI1) dalam perkara Nomor :687/Pid.B/2011/PN.TK

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Pendlitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku tindak pidana penipuan dalam perekrutan anggota Negara Islam
Indonesia (N11) dalam perkara Nomor :687/Pid.B/2011/PN.TK

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap
pelaku tindak pidana penipuan dalam perekrutan anggota Negara Islam

Indonesia (N11) dalam perkara Nomor :687/Pid.B/2011/PN.TK

2. Kegunaan Pendlitian
Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :
a. Kegunaan secarateoritis
Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar

dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki



untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam
memecahkan setigp permasalahan yang ada, khususnya masalah yang

berkaitan dengan aspek hukum pidana penipuan.

b. Kegunaan secara praktis
Sebagal sarana bagi penulis untuk memperdalam ilmu hukum pidana dan
memberikan kontribusi atau masukan sebagai bahan pemikiran bagi pihak-
pihak yang memerlukan, khususnya yang berkaitan dengan pertanggung

jawaban pelaku tindak pidana penipuan.

D. Kerangka Teoritisdan Konseptual

1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran
atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap
dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis (Soerjono Soekamto,

1984: 125).

Pertanggung jawaban yaitu sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana
terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.
Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah berkaitan dengan kesalahan
yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak

pidana (Roeslan Saleh,1983 : 75).



Permasalahan pertama penulis menggunakan teori keseimbangan mono-dualistik
yang memandang tentang gjaran kesalahan. Dasar dilakukan pemidanaan maupun
pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum adalah adanya
unsur kesalahan dari si pembuat. Tanpa adanya unsur kesalahan dalam perbuatan
melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Dalam hal ini
berlaku asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld).
Kesalahan dalam hal ini adalah adanya tindak pidana yang melakukan dan tidak
melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana (Moeljatno,

1985 : 153).

Kesdlahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian
pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna
dapat dicelanya s pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila suatu perbuatan
pidana memenuhi ketiga unsur diatas maka orang yang bersangkutan dapat

dinyatakan bersalah dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Pertangungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atastiga

Syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan oleh
pel aku.

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis s pelaku yang
berhubungan dengan kelakuannya yaitu : disengaja dan sikap kurang hati-hati

atau lalal.
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3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung

jawaban pidana bagi si pembuat.

Orang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana akan
mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia
mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyal kesalahan, apabila pada waktu
melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan

normatif mengena kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Permasalahan kedua penulis menggunakan teori yang diambil dalam Undang-
Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Faktor-faktor
yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa Emi
Maelina als Konita Sopia Azaria dan terdakwa Anggun Psikiatri as Shintia als
Radiah dalam perkara nomor :  678/Pid.B/2011/PN.TK  dengan
mempertimbangkan beberapa faktor antara lain faktor latar belakang, faktor

perbuatan yang dilakukannya, dan saksi-saksi serta aat bukti dipersidangan.

Mengenai putusan hakim dipertegas juga dalam Pasa 25 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 50
ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim mempunyai
kekuasaan sepenuhnya dan kebebasan untuk menjatuhkan putusan terhadap
terdakwa. Hakim dalam melaksanakan tugas dan kewagjibannya untuk
mel aksanakan putusan tidak ada tekanan dari pihak manapun tidak terikat oleh

lembaga manapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4
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tahun 2004 jo Undang-Undang no 48 tahun 2009 Pasal 50 ayat (1) tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan ”Hakim sebagai penegak hukum dan
keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang

hidup dalam masyarakat”.

Konseptual
Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara
konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan

istilah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Pada penelitian ini akan dijelaskan pengertian pokok yang dijadikan konsep
dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan tepat dalam penafsiran beberapa
istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam

penelitian. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Pertanggungjawaban Pidana: bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana;
berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai sanksi pidana karena

perbuatannya (Roeslan Saleh, 1983 : 34).

2. Pelaku : setigp orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan
tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi

terwujudnya akibat yang berupatindak pidana (Moeljanto, 1993).
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3. Tindak Pidana : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang

sigpa melanggar larangan tersebut (M oeljanto, 1993 :54).

4. Tindak pidana penipuan : sutau perbuatan yang melawan terhadap hukum
pidana, dan diatur daam Kitab undang-Undang Hukum Pidana, serta
pelakunya diancam dengan hukuman pidana, serta pelakunya diancam
dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

5. Hakim : pegjabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk mengadili (Pasal 1 ayat (8) KUHP).

6. Putusan peradilan : pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum dalam ha serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang (Pasal 1 ayat (11) KUHP).

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan maka

sistematika penulisannya terdiri dari :

PENDAHULUAN
Pada bab ini, penulis mengemukakan latar belakang dan pokok permasalahan
dari skripsi yang akan dibahas, tujuan penelitian, metode pengumpulan data,

kerangkateoritis dan konseptual serta sistematika penulisan skripsi.
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TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini, penulis mencoba menelusuri berbagai acuan yang berkaitan dengan
materi pokok skripsi ini berupa; definisi, ketentuan, peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku, serta pendapat hukum dari berbagai ahli.

METODE PENELITIAN

Merupakan uraian tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.
Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan penulis dalam
melakukan pendekatan masalah, yaitu dalam ha memperolen dan
mengklasifikasikan sumber dan jenis data, cara penentuan populasi dan sampel,
prosedur pengumpulan data. Dari proses pengolahan data. Dari proses

pengolahan data, kemudian diuraikan dengan cara melakukan analisis data.

. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini beriskan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap
permasalahan. Adapun pembahasan yang dimaksud adalah pertanggungjawaban
pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam perekrutan anggota Negara
Issam Indonesia (NII) serta faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim
terhadap tindak pidana penipuan dalam perekrutan anggota Negara Islam

Indonesia (N11) dalam perkaranomor : 678/Pid.B/2011/PN.TK.
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V. PENUTUP
M erupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil
pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-

saran yang berhubungan dengan permasal ahan yang dibahas.
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